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Menimbang : a.

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN CIANJUR
NOMORo9TAHUN 2oo6

'fEN'fAl.IG

KERJASAIVIADESA

DEI.IGAN ttAHI\,lA'l TUI-IAI*I YAI.IG MAFLA ESA

BUPATI CIANJUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal zr4 Undang-undang
Nomor 3a Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah, perlu
meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor
rT Tahun 2ooo tentang Kerjasama Antar Desa yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal r3 September
2ooo Nomor 18 Seri E;

l;ahwa dengan tbrbitnya Peraturan Pemedntah Nomor 7z Tahun
2oo5 tentang Desa, kerjasama antar desa sebagaimana ilimahsud
pada huruf a, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b,
perlu _mentatur kembali mengenai kerjasama dgsa, yang
clitetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor t4 Tahun 19So tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negala Tahun rggo Nomor 4g);

It.

Merrgingat

c.

: 1.

2, Undang-Undang Nomor ro Tahun zoa,^, tentang Pembentukan
Pcra turan Perunda n g-unclangan (l-embara n N ega ra Tahun 2oo 4
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor +g8g);

3. tlndang-Undang Nomor 3z Tahun ?-oo4 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor re5, Tambahan

.lembaran Negara Nomor 4$il sebagaimana telah diubah
dcngan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor A 'Iahun aoos tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 3z Tahun 2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Tahun 2oo5 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4499) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2oo1 $.embaran Negara Tahun 2oo5 Nomor
to8,'l'ambahan l,embaran Negara Nomor 4b48);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2oo4 Nomor tz8, Tambahan
l.embaran Negara Nomor 44gB);

S. Peraturan I'emedntah Nomor 7z Tahun 2oo5 tentang Desa
(I.embaran Negara Tahun 2oo5 Nomor 158, Tambahan
I.,embaran Negara Nomor +S8l);

6. Peraturan Pemedntah Nomor 79 Tahun 2oo5 tentang
Pembinaan da n Pen gawasan atas Penyelen ggaraan Pemerintah an
Daerah (I-embaran Negara Tahun 2oo5 Nomor 165, Tambahan
l..ernbaran Negara Nomor 4S%)i
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j. Peraturan Daerah lQbupaten Cianjur Nomor oz Tahun zoo6
tentang Perubahan Pertama atas Peratnran Daerah lGbupaten
Cianjur Nomor oz Tahun aool tentang Tata Cara Penyusunan
Perahrran Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEITWAKII^A,.I{ ITAI(yAT DAERA}I KABUPATEN CIAI.{JUR

dan

T}I'PATI CIANJUR

MBMU'I'USI(AN r

Menetapkntr : I'ERATUIIAN DABRAH TENTANG KER.IASAMA DESA.

BAB I
KETENTUAIV T'MT.'M

Pasal r
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah lGbupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah l(abupaten
Cianjur.

S. ()rmat aclalah perangkat claerah yang mempunyai wilayah kerja
rli tingkat Kecamatan dalam Kabupnten Cianjur.

6. l)tsa atarr yang, discbut dengan namn lain, yang selanjrrtnya
<liscbut desa adalah kesatuan masyarakat huhrm yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan ma$yarakat setempat berdasarkan asal-
usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pentcrintahan. f)esa aclalah penyelenggara un.lsan pemerintahan
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik
Indonesia.

B. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama
lain, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaran
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan desa.

9. Pernerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
Kepala Desa dan Peraugkat f)esa sebagai unsur penyelenggar,a
pemerintahan desa.

t

I

t



3

d.

\-rl\
?

10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi
karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga
untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai
tujuan.

11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan
konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam
melaksanakan kerjasama.

BAB II
RUAI{G LINGKI.'P

Pasnl e

(1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan
sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur
<lengan Peraturan Bersama yang dilakukan l(epala Desa setelah
mendapat persetrrjuan BPD dan pertimbangan Rupati melalui
Camat.

(z) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan
ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat
pemetujuan BPD dan dilaporkan kepada R'rpati melalui Camat.

(S) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada
nyat (r) dan (z) dapat dibenhrk Badan Kerjasama.

BAB III
BENTUK KBR,IA,SAIVIA

Pasal g

(1) Kerjasama Desa dapat dilakukan antara :

a. Desa dengan desa dalarn satu Kecamatan;
b. Desa dengan desa lain Kecamatan;
c. Desa clengan desa lain Kabrrllaten;
d. Desa dengan pihak ketiga.

(z) Kerjasama fiesa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah
mendapat persetujuan BPD dan pertimbangan Bupati.

BAB TV

BIDANG KER,IASAIVIA

Pssal 4
(r) Ilidnng, Kerjasnmn f)esn meliprrti kegintnn penyt:lengg,arnan

1 
rrrnrcri n tn hn n, pcm l)onguno n <la n kctnttsyn nr ku tt n.

(z) llidnng Kerjnsnma scbngnimnnr rlimnksrrd pntla nynt (t)
rrrcliputi:

I litln rrli lx:ni rrgkn tfl n llcrt:kr)n()tninn mn$ynntkl t tlt:.stt ;

llirlnng, pcningkntn n l)clnyn ll{t n lxltlrlitlikn n ;
llirlnng kc$chntiln;
I lirln nl1, H( )Hinl llr trlttvtt ;

llirlnlrg kctt:tttrntnttn tlntt ktltttt'ti lrnrr I

llirllnI txlmnnfrrnlnn $nntlrcr tlnyn nlnttt elntt lclnl(]lotti lcpnl
l{utrrr rlcnl{tul nt(!nllx.t'ltrtlIlutrt ltt.k'$lnt'ltttr llrrglttllll{ltll,


